BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR % TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
GGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

PERTAN

Menimbang

Mengingat

—

EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);



Menetapkan :

11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
Nomor 35);

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

e

10.

11.

12.

13,

14.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat
Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah
dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah
dihitung berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan
memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh SKPD yang
melaksanakan kegiatan teknis dari dana BTT.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun
sebelumnya



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang
bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB Il
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak
Terduga sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. keadaan darurat;
b. keperluan mendesak;
c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya
d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf c, ditetapkan dalam peraturan daerah
tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
meliputi:
a.  bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;dan
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

o E

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
gempa bumi karena alam;

letusan gunung berapi;

tanah longsor;

kekeringan,

banjir bandang;

kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan

oD g R



(4)

(5)

(1)

(2)

g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola
lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain :

a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;

b. pencemaran lingkungan;

c. epidemi;

d. kejadian luar biasa; dan

e. wabah penyakit.

Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
bencana penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa
lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas
Daerah administrasi, maupun masalah industri yang timbul dalam
masyarakat yang digunakan antara lain untuk penghentian konflik dan
rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan
kerugian masyarakat serta penanganan gangguarn keamanan.

Bencana non alam epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, huruf d dan huruf e, antara
lain :

a. timbulnya penyakit menular tertentu;

b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun
waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis
penyakitnya,

c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu
meningkat; dan

d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b disesuaikan dengan karekteristik dalam Pemerintah Daerah dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti
kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan
minimal,

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
yaitu :

1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

a) belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan
tunjangan; dan

b) belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik
dan internet.

2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat, seperti:

a) pendidikan;

b) kesehatan,

c¢) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;



(2)

(3)

(4)

(1)

(4)

f) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
g) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan /atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat, antara lain :

1) kebijakan Pemerintah /Pemerintah Daerah yang harus segera
dilaksanakan sesuai amanat peraturan Perundang-undangan;

2) kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan
mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi
kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau

3) putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya
merupakan pengembalian atas pendapatan Daerah dan pelaksanaan
putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah
Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pengembalian atas pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang
sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah,;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yaitu pendapatan hibah pemerintah.

Pasal 8

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk
kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga
dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang;
dan/atau barang.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
yaitu uang yang berikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial
yang terdampak risiko sosial.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan
sosial yang terdampak risiko sosial.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1),
digunakan untuk:

. santunan kematian;

. santunan korban bencana;

santunan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;

. pelayanan persalinan gratis;

bantuan perbaikan rumah korban bencana;

bantuan transportasi untuk orang terlantar;

g. pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan

h. bantuan sosial lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

SO0 TP

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; dan

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. berdomisili di Daerah.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d bahwa tujuan penggunaan bantuan sosial untuk
penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi sosial.

BAB III
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BTT dalam APBD dianggarkan pada program Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang
diuraikan menurut Jenis, objek, rincian objek dan sub rincian obyek
dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Kewenangan pengelolaan keuangan BTT berada pada SKPKD

Jika BTT tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran
dengan menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berkenaan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.



(9)

(10)

(1)

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya
serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan
sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam

perubahan DPA SKPD.

Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPKD.

Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD  dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya
ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan
setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan
perubahan APBD

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA
SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa yang meliputi pencarian dan penyelamatan
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan,
dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pengeluaran BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial dan kejadian luar biasa dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas seta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 11

Tata cara penganggaran BTT untuk mendanai keperluan mendesak selain
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang
meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan
darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat
hunian semantara, dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja
tidak terduga kepada belanja SKPD /unit SKPD yang membidangi, dengan
tahapan :

a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah
dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;

b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan
dengan PPKD;

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b dilampiri RAB yang memuat kajian
menyeluruh keperluan mendesak serta dampak sistematik yang
ditimbulkan;
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februar® 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
NANANG ERMANTO
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 februari 2025
Pi. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
Ttd

ANTFITINDRIATI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR



